
Perempuan Lebih Condong Pilih 
Capres Berlatar Belakang Militer

JAKARTA (IM) - Peng-
amat Politik sekaligus Di-
rektur Eksekutif  Komu-
nikonten Hariqo Satria me-
nyoroti hasil survei Litbang 
Kompas, yang menunjukkan 
bahwa mayoritas pemilih 
perempuan (20,9%)  meng-
inginkan capres berlatar 
belakang militerdari yang 
sebelumnya menginginkan 
berlatar belakang kepala 
daerah.

Berdasarkan survei itu, 
pemilih perempuan juga 
lebih condong memilih 
karakter pemimpin yang 
berwibawa dan tegas sebagai 
kriteria utama ketimbang 
sebelumnya yang merakyat 
dan sederhana.

Hariqo mengatakan 
ada sejumlah alasan dari 
pergeseran itu. Salah sa-
tunya adalah karena faktor 
Menteri Pertahanan dan 
Ketua Umum Partai Gerin-
dra Prabowo Subianto.

“Meningkatnya pilihan 
pada latar belakang militer 
ya karena mereka menyukai 
Prabowo Subianto,” kata 
Hariqo.

Hariqo juga menyoroti 
dari pandangan atas organ-
isasi TNI di balik mening-
katnya keinginan perempuan 
agar Indonesia dipimpin 
oleh presiden berlatar be-
lakang militer.

“Karena TNI adalah 
lembaga yang paling di-
percaya oleh masyarakat. 
Ini tergambar di berba-
gai survei lainnya juga,” 
ucapnya.

Faktor lain yang juga 
disorot Hariqo yakni 
fenomena banyaknya ke-
pala daerah yang tersan-
dung kasus korupsi.

“Mereka tak lagi ingin 
dipimpin latar belakang 
kepala daerah karena ba-
nyak kasus korupsi dan 
kepala daerah dianggap 
tidak memenuhi janji-
janji saat kampanye.” kata 
Hariqo.

Adapun ,  pemi l ih 
perempuan cenderung 
menyadari adanya keti-
dakpastian situasi du-
nia dan nasional saat 
ini karena perang yang 
berkepanjang an di Rusia 
dan Ukraina yang mem-
pengaruhi kehidupan di 
dalam negeri Indonesia 
sendiri.

“Perang Rusia dan 
Ukraina, ancaman di 
Laut Cina Selatan, ulah 
KKB di Papua, masih 
adanya potensi ancaman 
dari kelompok radikal di 
Indonesia, kekhawatiran 
Indonesia akan terbelah 
dan sebagainya,” jelas 
Hariqo.  han

Pembunuh Ibu Anggota DPR Bambang 
Biasa Bersih-bersihkan Rumah Korban

INDRAMAYU (IM) 
- Casinih (62), ibu kandung 
anggota Komisi V DPR RI 
Bambang Hermanto, tewas 
di rumahnya di Kabupaten 
Indramayu, Jawa Barat. Casi-
nih merupakan korban pem-
bunuhan.

Dari hasil olah TKP Tim 
Inafi s Satreskrim Polres In-
dramayu, Ibrahim berujar 
korban ditemukan dengan 
kondisi tidak wajar. 

“Meninggal tidak wajar,” 
ujar Kabid Humas Polda 
Jabar Kombes Ibrahim Tom-
po saat dihubungi wartawan 
via sambungan telepon, Jumat 
(26/5).

Namun, dalam hitung-
an jam, polisi telah berhasil 
mengungkap dan menangkap 

tersangkanya. Pelaku meru-
pakan orang yang dikenal 
oleh korban.

“Tersangka adalah 
orang yang biasa mem-
bantu membersih-bersih-
kan rumah,” kata Kombes 
Ibrahim Tompo.

Aksi pembunuhan ini 
terjadi di dalam rumah ko-
rban, Blok Kedongdong, 
Kecamatan Sukra, Kabu-
paten Indramayu. Jasad 
koran ditemukan pada 
Kamis (25/5) malam. Ke-
mudian, tak lama setelah 
kejadian pembunuhan 
tersebut, polis meringkus 
tersangka.

“Tersangka sementara 
satu orang, pria,” ujar Ibra-
him Tompo.  mei
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HASIL SELEKSI JABATAN DIRUT BAKTI KOMINFO
Plt Menkominfo Mahfud MD (tengah) didampingi Sekjen Kemenkominfo Mira Tayyiba (kiri) dan Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan SDM Hary Budiarto menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan seleksi jabatan Dirut Badan 
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo 2023-2028 di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (26/5). 
Mahfud menyatakan panitia seleksi jabatan Dirut BAKTI telah melaksanakan seleksi terbuka sejak 11 April 2023, namun 
dari tes administrasi hingga tahap asessment panitia tidak mendapatkan calon yang memenuhi kompetensi sehingga akan 
diadakan seleksi terbuka ulang.

Golkar - PAN Penuhi PT 20 Persen, 
Airlangga dan Zulhas Duet di 2024?
Airlangga dan Zulhas merupakan pas-
angan yang sangat realistis dan sudah 
memenuhi syarat menggenapi ambang 
batas capres 20 persen.

men 85 atau sebesar 14,78 
persen. Sedangkan, PAN 
memiliki 44 kursi atau 7,65 
persen jumlah total kursi di 
parlemen.

Oleh karena itu, duet Air-
langga Hartarto -Zulkifli 
Hasan ( Zulhas ) dinilai pili-
han yang rasional dan menjan-
jikan sebagai pasangan calon 
presiden dan wakil presiden 
di Pemilu 2024.

“Airlangga-Zulhas meru-
pakan pasangan yang sangat 
realistis dan sudah menggena-
pi ambang batas presiden 20 

JAKARTA (IM) - Par-
tai Golkar dan Partai Am-
anat Nasional (PAN) jika 
berkoalisi untuk pemilihan 
presiden (Pilpres) 2024, sudah 
memenuhi syarat presidential 
threshold alias ambang batas 
pencalonan presiiden, meski-
pun tanpa Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP).

Jumlah kursi Golkar dan 
PAN jika digabungkan men-
jadi 129 kursi atau 22,43 
persen jumlah total kursi di 
parlemen. Partai Golkar saat 
ini memiliki total kursi parle-

perbincangan hangat me-
ngenai paket-paket capres-
cawapres serta koalisi parpol 
jelang Pilpres 2024, Ketua 
Umum Partai Golkar Air-
langga Hartarto dan Ketua 
Umum PAN Zulhas melaku-
kan pertemuan di Ameri-
ka Serikat usai pertemuan 
tingkat menteri APEC.

Keduanya terlihat tam-
pak santai dan akrab di te-
ngah munculnya wacana duet 
Airlangga-Zulhas sebagai 
pasangan kuda hitam.

“Kami memang sejak 
lama bersama-sama kuat dan 
yang paling penting punya 
tiket,” kata Airlangga di Mc-
Namara Airport, Detroit, 
Amerika Serikat,  Kamis 
(25/5).

“Kami sejak awal di KIB 
(Koalisi Indonesia Bersatu, 
red). Komunikasi sangat baik 
dan guyub,” katanya.

Namun saat ditanya soal 
kemungkinan berpasangan 
dengan Zulhas pada Pilpres 
2024, Airlangga yang juga 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian itu tersenyum.

“Saya dan Pak Zul punya 
hubungan yang sangat baik. 
Kami sering komunikasi, ber-
tukar pikiran, mencari solusi 
terbaik untuk berbagai per-
soalan bangsa ini. Di kabinet, 
saat ini kami sama-sama di 
bidang ekonomi,” ujar Air-

langga.
Sementara itu, Zulhas me-

ngatakan, hubungannya de-
ngan Airlangga sangat dekat. 
Dia juga cocok selama bekerja 
sama dengan Airlangga.

“Hubungan kami berdua 
sangat panjang dan dekat. 
Chemistry-nya selalu positif  
dan saling menguatkan dalam 
kerja, baik politik maupun 
pemerintahan,”tandasnya.

Wacana duet kedunya 
juga disambut positif  baik 
oleh Golkar maupun PAN. 
Sebelumnya Wakil Ketua 
Umum PAN Yandri Susanto 
menilai pasangan itu sebagai 
salah satu opsi yang sedang 
digodok matang partainya, 
karena mendorong kader 
terbaik partai merupakan 
sesuatu yang rasional.

“Salah satu yang sedang 
kami pertimbangkan serius. 
Kader partai tentu membawa 
coat-tail effect yang kuat baik 
untuk Golkar dan PAN,” kata 
Yandri.

Golkar pun menyambut 
baik langkah PAN tersebut. 
“Terima kasih kepada PAN 
yang telah memunculkan 
nama Pak Airlangga Har-
tarto sebagai capres dan juga 
Pak Zulhas sebagai cawa-
presnya,” kata Ketua DPP 
Golkar Ace Hasan Syadzily 
kepada wartawan, Kamis 
(25/5).  han

persen,” ujar Pengamat Politik 
dari UIN Syarif  Hidayatullah 
Jakarta, Adi Prayitno, Jumat 
(26/5).

“Dua partai pengusung 
Golkar dan PAN dijamin 
mendapatkan coattail ef fect 
(efek ekor jas, red) di pileg. 
Terlepas besar kecil coattail 
effectnya seperti apa,” tan-
dasnya.

Rektor Paramadina Prof. 
Didik J Rahbini menambah-
kan, dari sisi kinerja, Airlang-
ga dan Zulhas juga dianggap 
klop dan saling melengkapi.

“Keduanya telah menun-
jukkan kerja yang baik di 
bidang ekonomi dalam peme-
rintahan. Tantangan peme-
rintahan ke depan adalah 
persoalan ekonomi,” kata 
Prof. Didik J.

Diketahui,  di  tengah 

JAKARTA (IM) - In-
donesia Corruption Watch 
(ICW) menganggap Ketua 
KPU RI Hasyim Asy’ari me-
ngaburkan fakta soal argu-
mentasi hukum di balik aturan 
pencalegan yang dianggap 
memudahkan eks terpidana 
korupsi. 

Aturan ini ada pada Pasal 
11 ayat (2) Peraturan KPU 
Nomor 10 Tahun 2023 dan 
Pasal 18 ayat (2) Peraturan 
KPU Nomor 11 Tahun 2023. 
Pasal itu memberi penge-
cualian bahwa eks terpidana 
dengan ancaman 5 tahun 
penjara atau lebih tak perlu 
menunggu masa jeda 5 tahun 
usai bebas murni untuk bisa 
maju sebagai caleg, sean-
dainya yang bersangkutan 
juga telah menjalani vonis 
tambahan berupa pencabu-
tan hak politik. 

Peneliti ICW Kurnia Ra-
madhana berharap Hasyim 
tidak menebar informasi sesat 
kepada masyarakat. 

“Mengapa penting disam-
paikan bahwa Saudara Hasy-
im menebar informasi sesat? 
Sebab, ia hanya mencuplik 
bagian yang sebenarnya tidak 
menjadi amar dalam putusan 
MK dan berupaya menga-

burkan fakta sebenarnya,” 
ungkap Kurnia dalam ke-
terangannya, Jumat (26/5).

Sebagai  infor masi , 
pemberian masa jeda 5 
tahun usai bebas murni 
itu merupakan persyaratan 
baru yang ditetapkan oleh 
Mahkamah Konstitusi le-
wat putusan perkara no-
mor 87/PUU-XX/2022 
dan 12/PUU-XXI/2023. 
Dalam amar putusan, 
MK tidak menyebut soal 
pengecualian terhadap eks 
terpidana yang telah men-
jalani vonis tambahan pen-
cabutan hak politik. 

Namun, Ketua KPU RI 
Hasyim Asy’ari beralasan, 
ketentuan pengecualian 
itu dimasukkan ke dalam 
Peraturan KPU karena 
pihaknya merujuk pada 
bagian pertimbangan pu-
tusan tadi. 

Pernyataan yang di-
maksud Hasyim ada pada 
bagian pertimbangan pu-
tusan MK Nomor 87/
PUU-XX/2022, khususnya 
halaman 29, meski majelis 
hakim menggunakan istilah 
“pencabutan hak pilih” 
bukan “pencabutan hak 
politik”.  mei

KPU Dinilai Sebar Informasi Sesat 
Soal Eks Terpidana Maju Jadi Caleg

PEMERIKSAAN TERSANGKA SUAP PEMBANGUNAN JALUR KA
Tersangka kasus suap Muchamad Hikmat (kedua kiri) berjalan saat akan 
menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/5). 
Muchamad Hikmat yang merupakan Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma 
tersebut menjalani pemeriksaan terkait kasus penerimaan suap pemba-
ngunan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun 
anggaran 2018-2022.
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JAKARTA (IM) - Direk-
torat Tindak Pidana Umum 
(Dittipidum) Bareskrim Polri 
mengawal deportasi warga 
negara (WN) Tiogkok yang 
diduga terlibat penipuan atau 
fraud jaringan internasional 
via media elektronik di Ja-
karta. Setidaknya ada  52 WN 
Tiongkok yang telah dide-
portasi.

“Kami telah melakukan 
pengawalan proses pemulang-
an atau deportasi 52 warga 
negara asing asal China yang 
terlibat jaringan penipuan 
internasional,” kata Direk-
tur Tindak Pidana Umum 
(Dirtipidum) Bareskrim Polri 
Brigjen Djuhandhani Ra-
hadrjo Puro dalam keterangan 
tertulis, Jumat (26/5).

Djuhandhani mengatakan 
masih ada tiga WN Tiongkok 
yang belum dideportasi. Dia 
mengatakan deportasi 52 
WN China itu dilakukan pada 
Kamis (25/5).

“Tiga orang WNA belum 
dideportasi karena masih 
proses pengurusan dokumen 
perjalanan,” ujarnya.

Deportasi yang dilaku-
kan Imigrasi itu dibagi men-
jadi tiga kloter keberang-
katan. Deportasi pertama 
sebanyak 8 orang, deportasi 
kedua sebanyak 13 orang, 
dan deportasi ketiga seban-
yak 31 orang.

“Deportasi ini merupakan 
ranah Imigrasi. Bareskrim 
hanya melakukan pengawalan 
untuk memastikan proses 
pemulangan 52 pelaku fraud 

ini berjalan lancar. Ang-
gota memastikan paspor 
WNA telah dicap stempel 
deportasi oleh Imigrasi dan 
sampai masuk pesawat se-
suai tujuan,” tuturnya.

Sebelumnya, Dittipi-
dum Bareskrim menang-
kap 55 WNA di Jakarta Se-
latan (Jaksel) hingga Jakarta 
Timur (Jaktim). Puluhan 
warga asing itu ditangkap 
karena diduga terlibat pe-
nipuan atau fraud jaringan 
internasional via media 
elektronik.

Selain itu, kata Dju-
handhani, pihaknya juga 
menangkap enam warga 
Indonesia dalam kasus ini. 
Para pelaku diduga me-
nipu dengan modus, salah 
satunya, mengaku sebagai 
polisi dan memeras korban.

“Kemudian warga ne-
gara asing itu 55, di mana 
50 laki-laki dan 5 perem-
puan. Kemudian warga 
negara Indonesia 5 laki-
laki dan 1 perempuan,” 
kata Djuhandhani di ge-
dung Bareskrim Polri, Ja-
lan Trunojoyo, Kebayoran 
Baru, Jaksel, Rabu (5/4) 
lalu.

Sebanyak 55 WNA dan 
6 WNI itu ditangkap di 
lokasi berbeda, yakni Jalan 
Selat Batam B10 Nomor 14 
Duren Sawit, Jaktim; Jalan 
Pejaten Barat 4 Nomor 
43A, Pejaten Barat, Pasar 
Minggu, Jaksel; dan Jalan 
Sawo 2 Nomor 71 Keba-
yoran Baru, Jaksel.  han

52 WNA Sindikat Fraud Jaringan 
Internasional di Jakarta Dideportasi

JAKARTA (IM) - Mah-
kamah Agung (MA) meno-
lak permohonan kasasi yang 
diajukan Rahmat Effendi. 
Eks Wali Kota Bekasim itu 
tetap dihukum 12 tahun 
penjara. Pria yang akrab 
disapa Bang Pepen itu ter-
bukti melakukan korupsi.

Putusan MA tertuang 
pada Nomor 1899 K/Pid.
Sus/2023. Kasasi diputus 
oleh Ketua Majelis Soesilo 
pada Rabu (24/5) lalu.

“Amar putusan, tolak 
kasasi terdakwa dan penun-
tut umum (PU),” tulis amar 
putusan tersebut dilansir 
dari laman kepaniteraan 
Mahkamah Agung, Jumat 
(26/5).

Dalam amar putusan 
tersebut juga dimuat per-
baikan yaitu mengenai ba-
rang bukti dan pencabutan 
hak politik Rahmat Effendi 
yang menjadi tiga tahun. 
Pada tingkat Banding de-
ngan nomor putusan 48/
PID.TPK/2022/PT BDG, 
Pepen dicabut hak poli-
tiknya selama lima tahun.

“Pidana tambahan beru-
pa pencabutan hak politik 
selama tiga tahun terhitung 
terpidana selesai menjalani 
pidana pokonya,” tulis kete-
rangan itu.

Sekadar informasi, Ma-
jelis Hakim Pengadilan 
Tinggi Bandung memper-
berat vonis mantan Wali 

Kota Bekasi Rahmat Ef-
fendi alias Pepen menjadi 12 
tahun penjara. Putusan ini 
lebih berat dari vonis Peng-
adilan Tipikor Bandung 
yang hanya sepuluh tahun.

Kendat i  demik i an , 
Hakim Pengadilan Tinggi 
belum menerapkan pem-
bebanan uang pengganti 
terhadap Rahmat Effendi. 
Atas dasar itu, KPK meng-
ajukan upaya hukum kasasi 
ke Mahkamah Agung (MA).

Rahmat Effendi dija-
tuhi hukuman akibat kasus 
persekongkolan pengadaan 
barang dan jasa serta le-
lang jabatan di lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi, 
Jawa Barat.  mar

Kasasi Ditolak, MA Tetap Vonis 
Rahmat Effendi 12 Tahun Penjara

KORUPSI EKS WALI KOTA BEKASI


